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6. Kata Kunci (Keywords) yang dipilih harus 
mencerminkan konsep yang dikandung artikel 
terkait sejumlah 3-5 istilah.

7. Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan 
model catatan kaki (footnote).
a. Kutipan Buku: Nama Penulis, Judul Buku, 

Tempat Penerbitan: Nama Penerbit, Tahun 
Terbitan, Halaman Kutipan.
Contoh:
1 Malcolm Swan, International Law, 10th ed., 
Inggris, Cambridge University, 2013, h. 127.
2 Damos Dumali Agusman, Hukum 
Perjanjian Internasional Kajian Teori dan 
Praktik Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 
2010, h. 17.

b. Kutipan Jurnal: Nama Penulis, “Judul 
Artikel”, Nama Jurnal, Volume, Nomor, 
Bulan dan Tahun, Halaman Kutipan. 
Contoh:
3 Ria Tri Vinata, “Penentuan Batas Wilayah 
Laut Indonesia”, Jurnal Perspektif, Volume 
10, Nomor 3, Edisi Mei Tahun 2011, h. 647.
4 Arief Hidayat, “Politik Hukum Konstitusi 
dan Fenomena Absentia Voter (Golput) Dalam 
Pemilu di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, 
Volume 1, Nomor 1, Juni 2009, h. 20.

c. Kutipan Makalah: Nama Penulis, “Judul 
Makalah”, Nama Forum Kegiatan, Tempat 
Kegiatan, Tanggal Kegiatan, Halaman 
Kutipan.
Contoh:
5 Moh. Mahfud M.D., “Separation of Powers 
and Independence of Constitutional Court 
in Indonesia”, Paper Presented at The 
2nd Congress of The World Conference on 
Constitutional Justice, Rio de Janeiro-Brazil, 
16-18 January 2011, h. 7. 

d. Kutipan Internet/Media Online: Nama 
Penulis, “Judul Tulisan”, Alamat Portal 
(Website/Online), Tanggal diakses/unduh.
Contoh:
6 Muchamad Ali Safa’at, “Militer dalam 
Perspektif Hukum Tata Negara”, http://
anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/
artikel_06.html, diunduh 27 Desember 2007.
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8. Daftar Pustaka memuat: Daftar Peraturan 
Perundang-undangan, Daftar Buku, Jurnal, 
Makalah/Paper/Orasi Ilmiah baik cetak maupun 
online yang dikutip dalam naskah, yang disusun 
secara alfabetis (A to Z) dengan susunan: Nama 
Penulis (mendahulukan nama keluarga/marga), 
Tahun, Judul, Tempat Penerbitan: Penerbit, dst. 
seperti contoh berikut ini:
a. Kutipan Buku:

Nama Penulis. Judul Buku. Tahun Terbitan. 
Tempat Penerbitan: Nama Penerbit.

b. Kutipan Jurnal:
Nama Penulis. “Judul Artikel”. Nama Jurnal. 
Volume. Nomor. Bulan dan Tahun.
Untuk Jurnal:
Nama Penulis. (Tahun Publikasi). Judul 
Artikel. Judul Artikel yang Periodik, Nomor 
Volume. Webiste http://www.someaddress.
com/full/url/
Untuk Jurnal dengan DOI:
Nama Penulis. (Tahun Publikasi). Judul 
Artikel. Judul Jurnal, Nomor Volume, 

Halaman. doi:0000000/000000000000 atau 
http://dx.doi.org/10.0000/0000

c. Seminar:
Nama Penulis, “Judul Makalah”, Nama 
Forum Kegiatan, Tempat Kegiatan, Tanggal 
Kegiatan.

9. Naskah dalam bentuk file dokumen Microsoft 
Word (*.doc) dapat dikirim via e-mail ke alamat 
e-mail Redaksi Jurnal Perspektif: perspektif_
hukum@yahoo.com atau login di http://jurnal-
perspektif.org dengan terlebih dahulu mendaftar 
(register) sebagai Penulis (Author). Naskah 
dapat juga dikirim via pos kepada: REDAKSI 
JURNAL PERSPEKTIF. FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 
Jl. Dukuh Kupang XXV/25 Surabaya 60225. Telp. 
(031) 5677577 Website: http://jurnal-perspektif.
org

10. Dewan Editor menyeleksi dan mengedit naskah 
yang masuk tanpa mengubah substansi. Naskah 
yang tidak dimuat akan dikembalikan atau 
diberitahukan kepada penulisnya.
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